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ABSTRAK 
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Penyusunan Program Kerja Jangka Pendek Di Dinas Arsip dan 

Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru, Pembimbing: Yokke Andini, SS., 

M. Pd, Prodi Ilmu Perpustakan dan Informasi Islam, Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, UIN Antasari Banjarmasin. 2024. 

 

Kata Kunci : POAC, Penerapan, Program Kerja Jangka Pendek, Indikator 

Kinerja, Dinas Arsip dan Perpustakaan 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi dari tantangan yang ada di Dinas Arsip dan 

Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru dalam penyusunan program kerja jangka 

pendek di setiap tahunnya,yang mana dalam penyusunan tersebut dapat dilihat 

melalui penerapan POAC. Tujuan penelitian ini mengetahui peran apa saja yang 

aktif dalam penyusunan program kerja jangka pendek melalui POAC dan melihat 

kendala apa saja yang dapat ada dan menjadi pantangan dalam penyusunan 

program kerja jangka pendek di setiap tahunnya melalui penerapan POAC. 

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan 

yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai 

fenomena tentang penerapan POAC  dalam penyusunan program kerja jangka 

pendek di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru. Subjek 

Penelitian ada Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru 

untuk mengetahui bagian administrasi dan penyusunan suatu program kerja 

jangka pendek dan juga Kepala Bagian Keuangan untuk validasi dari hasil 

program kerja yang terlaksana. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penerapan dilakukan berdasarkan 

RENSTRA dan RENJA yang sistematis, dengan fokus pada peningkatan layanan 

kepada masyarakat. Namun, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta 

perubahan regulasi menjadi tantangan yang signifikan. Kendala yang dihadapi 

mencakup keterbatasan sumber daya manusia dan finansial pada tahap 

perencanaan, kurangnya kapasitas staf serta kendala eksternal pada tahap 

pengorganisasian, perubahan situasi dan dukungan teknologi yang kurang optimal 

dalam pelaksanaan, serta masalah validitas sistem IKK pada tahap pengawasan. 

Pengawasan dilakukan melalui IKK dan IKU untuk memastikan keselarasan 

program kerja dengan visi dan misi organisasi. 

 

  


